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BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR j}  TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang ¢ a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat  (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati
menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten
paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi
ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan
Juli tahun 2021;

b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan
program pembangunan Jangka Panjang Tahun 20006-
2025, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2022;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat 1l Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang..............,
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3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234_
sebagaimana telah diubah tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah sengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional
(RPUMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemgnt}tallall Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi wewenang Daerah Otonom.

- Bupati adalah Bupati Batang Hari.

-Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, atau disebut
dengan Rencana Pembangunan Daerah.

.Rpl‘lcana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
disingkat RKA adalah Dokumen Perenc
Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah sesuai Rencana Pembangunan sebagai dasar Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Kebijakan Umum Anggaran Daerah selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat Kebijakan bidang pendapatan belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (Satu) Tahun.

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah Rancangan Program Prioritas dan patokan anggaran yang diberikan
kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan RKA Organisasi Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan
DPRD.
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yang selanjutnya
anaan dan Penganggaran yang berisi

BAB 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam

jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan upaya
pengembangan, pemeliharaan dan kesinambungan dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari
Tahun 2006-2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari 2021-2026 yang berisi
program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB 1I GAMBARAN KONDISI DAERAH

BAB IlI KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PERIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
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RR:: \\;I RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KINERJA PENYELENGOARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAL v PENUTUP

(3 Uratan secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

arhn‘gulnmmt u--rmntum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun

Yoy 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai
rerikut ¢

a. Pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan

] .
2ngt‘nngun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022:dan

b. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan

RKA Perangkat Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari menelaah

kesesuaian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
dengan RKPD Tahun 2022.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di ;' Muara Bulian
Pada Tanggal P -7 - 203

ATI BATANG HARI
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